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Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) pembangunan jalan tol adalah suatu 
bentuk perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan antara pemerintah 
dengan perusahaan jalan tol. Perjanjian pembangunan jalan tol Ruas Depok-
Antasari antara Departemen Pekerjaan Umum dengan PT. Citra Waspphutowa 
diatur dalam suatu klausula perjanjian yang disebut sebagai Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Di dalam pelaksanaan PPJT Ruas Depok-Antasari 
terjadi stagnasi proyek selama lebih dari 5 tahun, akibat wanprestasi 
ketidakpastian biaya dan jadwal pengadaan tanah oleh Departemen Pekerjaan 
Umum yang mengakibatkan pembengkakan biaya investasi yang harus 
ditanggung oleh PT. Citra Waspphutowa. Penelitian ini mencoba mengetahui dan 
menganalisa akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dalam Perjanjian BOT 
sebagai bentuk kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan Jalan Tol Ruas 
Depok-Antasari. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif. Hasil 
penelitian ini menyimpulkan bahwa akibat hukum yang timbul karena wanprestasi 
dari pemerintah adalah kewajiban memberikan perpanjangan masa konsensi 
dan/atau penyesuaian tarif tol sebagai kompensasi kepada perusahaan jalan tol 
atas segala kerugian yang ditanggung oleh PT. Citra Waspphutowa. Penyelesaian 
sengketa dilakukan dengan musyawarah dalam bentuk negosiasi untuk mencapai 
kesepakatan kompensasi bagi perusahaan jalan tol melalui kesepakatan dalam 
draft amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari. 
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Agreements Build Operate and Transfer (BOT) toll road constructions is a form of 
agreement which is implemented by agreement between the government and toll 
road companies. Highway construction agreement segment Depok-Antasari 
between the Department of Public Works with Company Limited Citra 
Waspphutowa regulated in a agreement clause referred to as Toll Road 
Concession Agreement (PPJT). In the implementation of the concession 
agreement Depok-Antasari Segment occur stagnation project for more than 5 
years, due to default uncertainty of costs and schedule of land acquisition by the 
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Department of Public Works which resulted in swelling of the investment cost to 
be borne by the Limited Liability Company Citra Waspphutowa. This research 
tried to identify and analyze legal consequences arising from defaults in the BOT 
Agreement as a form of public-private partnerships in the construction of Toll 
Road Segment Depok-Antasari. Study was conducted by the method of juridical-
normative. The results of this research concluded that the legal consequences 
arising from breach of contract is the obligation of the government grant an 
extension of concession period and / or adjustment of toll rates as compensation to 
the toll road company for any losses incurred by Company Limited Citra 
Waspphutowa. Dispute resolution conducted with deliberation in the form of 
compensation negotiations to reach an agreement for the company toll road 
through a draft amendment to the agreement in the Toll Road Concession 
Agreement Segment Depok-Antasari. 
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Pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat terutama pada daerah perkotaan, 
telah menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan infrastruktur 
transportasi jalan.
1
 Peran jalan selaku prasarana transportasi darat, akan menjadi 
alternatif yang sangat strategis terlebih lagi dengan semakin meningkatnya jumlah 
kendaraan khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Seiring dengan makin 
bertambahnya jumlah kendaraan maka, pembangunan jalan sudah barang tentu 
diperlukan suatu sistem transportasi darat nasional yang terpadu dan handal, baik 
dalam hal kuantitas maupun kualitas.
2
  
Pembangunan dan pengoperasian jalan bebas hambatan yang dikenal 
sebagai “Jalan Tol” akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan 
waktu bagi pemakainya dan memperlancar arus pelayanan jasa distribusi sehingga 
secara tidak langsung berperan dalam memacu pertumbuhan perekonomian antar 
daerah. 
Tonggak reformasi regulasi atau kebijakan dalam pembangunan dan atau 
penyelenggaraan jalan tol di Indonesia dimulai sejak tahun 2004 yang ditandai 
dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pada 
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 Hariadi,Daddy, 21 Desember 2006, Potensi Swasta Dalam Pembangunan Jalan Tol Di 
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 Suhendar, Maman. 2008. Kerjasama Membangun Infrastruktur. Jakarta: Investor 
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tanggal 18 Oktober 2004. Dari perspektif investor jalan tol, lahirnya Undang - 
Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan ini telah atau akan memberikan 
harapan bagi perbaikan iklim investasi jalan tol di Indonesia.
3
 Melalui Undang-
Undang tersebut peran regulator dipisahkan dari peran operator.
4
 Fungsi regulator 
dikembalikan kepada pemerintah melalui pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol 
(BPJT). 
Melihat keterbatasan pemerintah melalui APBN maupun APBD dalam 
penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur ini, maka dituntut adanya 
model-model baru pembiayaan proyek pembangunan.
5
 Dalam pengadaan 
infrastruktur di daerah, tak jarang sebagai alternatif pendanaan, pemerintah 
melibatkan pihak swasta (nasional-asing) dalam proyek-proyeknya. Salah satu 
bentuk KPS dalam pengadaan proyek pemerintah adalah melalui perjanjian Build 
Operate and Transfer (BOT) atau Perjanjian Bangun Guna Serah (selanjutnya 
disingkat Perjanjian BOT). Pembiayaan proyek dengan Perjanjian BOT mencakup 
studi kelayakan, pengadaan barang, pembiayaan, sampai dengan pengoperasian.
6
 
Dengan BOT, sektor swasta berperan dalam hal mendesain, menyediakan 
keuangan, membangun dan mengoperasikan fasilitas untuk kemudian akhirnya, 
setelah masa konsesi tertentu, kepemilikan ditransfer kepada pemilik tanah atau 
pemerintah.
7
 Oleh karena itu, BOT dapat dimaknai sebagai teknik untuk 
mengembangkan proyek-proyek infrastruktur dengan menggunakan inisiatif dan 
pendanaan dari pihak swasta. 
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Perjanjian BOT menjadi dasar dalam pembuatan Perjanjian 
Penyelenggaraan Jalan Tol. Bentuk perjanjian ini walau tidak diatur secara rinci 
dan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tetap memiliki 
dasar hukum, di antaranya; pertama, Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 248/kmk.04/1995 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan 
Terhadap Pihak-Pihak yang Melakukan Kerjasama dalam Bentuk BOT; kedua, 
sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Jalan Tol. Dalam pasal 38 
diatur bahwa pemerintah melalui Badan (PT. Jasa Marga) dapat bekerjasama 
dengan pihak lain dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol dengan pola 
kerjasama BOT; ketiga, pasal 45 ayat 3 penjelasan dalan Undang-Undang Nomor 
7 tentang Sumber Daya Air; keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada pasal 20 dikatakan: 
“bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik Negara atau daerah berupa sewa, 
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah (BOT), dan bangun 
serah guna (BTO
8)”.9 
Beberapa persoalan hukum pada perjanjian BOT yang menjadi kajian ini 
semakin terlihat adanya penomena hukum yang menyelimuti aspek hukum dari 
perjanjian BOT, yaitu adanya suatu kekaburan hukum dan kekosongan norma, 
karena berbagai aspek yang mengatur BOT belum diatur secara khusus, akibatnya 
praktik-praktik kemitraan dan perjanjian yang dilakukan pemerintah dengan 
swasta dalam membuat perjanjian BOT cenderung menimbulkan persoalan 
hukum.  
Salah satu bentuk partisipasi sektor swasta dalam pendanaan proyek 
pembangunan jalan yang menemui kendala adalah proyek pembangunan jalan tol 
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 Bangun Serah Guna atau Build – Transfer – Operate (BTO) adalah pemanfaatan tanah 
dan atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga 
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Depok-Antasari yang merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan PT. 
Citra Waspphutowa
10
. Pembangunan jalan tol tersebut mengalami keterlambatan 
karena belum dilaksanakannya pembebasan lahan dan konstruksi sehingga karena 
keterlambatan proyek ini, tol Depok-Antasari mengalami lonjakan nilai investasi 
hingga dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 4,767 triliun dari sebelumnya Rp 2,515 
triliun.
11
 Beban yang menjadi tanggung jawab BUJT ini melampaui rencana bisnis 
empat tahun lalu. Padahal, bila mengacu rencana semula, seharusnya 
pembangunan tahap satu dimulai pada triwulan empat 2008 dan rampung 
September 2009.  
Akibat dari keterlambaan pengerjaan proyek tersebut menyebabkan 
kerugian terhadap keuangan negara yang mengalami pembengkakan biaya 
investasi dan terhadap masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan lahan yang 
sudah ditetapkan dalam rencana pembangunan jalan tol karena terkendala 
ketidakpastian pembangunan jalan tol Depok-Antasari tersebut.
12
  
Berdasarkan persoalan hukum di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji akibat hukum dari wanprestasi perjanjian BOT dalam pembangunan 
jalan tol, sehingga penulis mengangkat judul artikel “AKIBAT HUKUM 
WANPRESTASI PADA PERJANJIAN BUILD OPERATE TRANSFER 
SEBAGAI BENTUK KEMITRAAN PEMERINTAH DENGAN SWASTA 
DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL  (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol 
Ruas Depok-Antasari)” 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan 
yang akan diteliti yaitu mengenai apa akibat hukum yang timbul dari wanprestasi 
dalam Perjanjian Build Operate and Transfer sebagai bentuk kemitraan 
pemerintah-swasta dalam pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari 
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Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yakni 
penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif.
13
 Jenis penelitian ini yuridis-normatif karena 
penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Dokumen Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Tol Depok-Antasari  berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku salah satunya dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Pendekatan yang 
digunakan antara lain: Pertama metode pendekatan perundang-undangan (statuta 
approach
14)”, Kedua, metode pendekatan konsep (Conceptual approach15) , 
Ketiga, metode pendekatan kasus (Case Approach
16
) untuk membahas dan 
menjawab rumusan masalah secara sistematis dan terpadu sehingga pada akhirnya 
dapat menjelaskan, mendeskripsikan, serta menganalisis mengenai akibat hukum 
dari perjanjian Build Operate Transfer antara pemerintah dengan pihak swasta 
dalam pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari. 
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis delapan aspek, yang pertama 
mengenai kedudukan hukum Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Citra 
Waspphutowa dalam perjanjian BOT pembangunan jalan tol ruas Depok-
Antasari. 
Penulis menganalisis hubungan hukum yang terjalin antara Departemen 
Pekerjaan Umum dan PT. Citra Waspphutowa yang tertuang di dalam Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Ruas Depok-Antasari. PPJT  tersebut untuk 
melindungi para pihak, jika salah satu pihak wanprestasi atau ingkar janji, maka 
pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan sesuai dengan hak-hak yang ada 
di dalam perjanjian tersebut. Berikut merupakan skema Hubungan Hukum 
Perjanjian Bangun Guna Serah (BOT) Pembangunan Jalan Tol Ruas Depok-
Antasari: 
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 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia 
Publishing, Surabaya. Hal. 295 
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   Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta hlm  93 
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  Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia: 
Malang,  hlm 313-315 
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  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 45 
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Skema: Hubungan Hukum Perjanjian Bangun Guna Serah (BOT) Pembangunan 











1. H1: Hubungan Hubungan hukum antara Departemen Pekerjaan Umum dan 
PT. Citra Waspphutowa tol berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah (BOT) 
pembangunan jalan tol. 
2. H2: Hubungan hukum antara PT. Citra Waspphutowa dengan 
kontraktor/operator berdasarkan perjanjian pelaksanaan pekerjaan. 
3. H3: Hubungan hukum antara PT. Citra Waspphutowa dan pemberi pinjaman 
berdasarkan perjanjian pembiayaan. 
4. H4: Hubungan hukum antara PT. Citra Waspphutowa dengan perusahaan 
asuransi berdasarkan perjanjian asuransi sebagai pihak tertanggung 
(beneficiary) 
5. H5: Hubungan hukum antara Departemen Pekerjaan Umum dengan 
perusahaan asuransi berdasarkan perjanjian asuransi sebagai pihak ikut 
tertanggung (co-beneficiary) 
Sebagai akibat hukum perjanjian Bangun Guna Serah (BOT) 
pembangunan jalan tol maka menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-


















satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek 
hukum dan hubungan antara subyek hukum lainnya. 
Demikian juga terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari terjadinya 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari antara Departemen 
Pekerjaan Umum dengan PT. Citra Waspphutowa dengan melalui suatu perjanjian 
Build Operate Transfer. karena timbulnya hak tersebut melalui adanya perjanjian. 
Untuk jelasnya dapat diperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak 
sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan jalan tol sebagai 
berikut: 
a) Hak dan Kewajiban PT. Citra Waspphutowa 
1. Mendapatkan konsesi untuk mengoperasikan jalan tol dalam jangka waktu 
yang panjang yang dapat dilihat dalam Pasal 2.3 Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol Ruas Depok – Antasari tentang Masa Konsesi 
2. Mendapatkan penghasilan sesuai Pasal 10.6 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 
Ruas Depok – Antasari  
3. Memperoleh penyesuaian tarif tol setiap dua (2) tahun sekali berdasarkan 
pengaruh laju inflasi yang dapat dilihat dalam Pasal 11.4.1 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari tentang Penyesuaian Tarif Tol 
4. Mendapatkan tanah untuk Pengusahaan Jalan Tol. 
Adapun kewajiban PT. Citra Waspphutowa dalam Perjanjian Pengusahaan 
Jalan Tol Ruas Depok – Antasari adalah: 
a. Kewajiban Sebelum masa konstruksi 
1. Melaksanakan Pengusahaan Jalan Tol yang dapat dilihat dari lingkup 
Pengusahaan Jalan Tol dalam Pasal 2 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas 
Depok – Antasari tentang Pengusahaan Jalan Tol 
2. Menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Pasal 3.1 Perjanjian Pengusahaan 
Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
3. Membuka rekening pengadaan tanah sesuai Pasal 4.5.1 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
4. Mencapai finansial close  atau tahap persetujuan keuangan dalam bentuk 
dukungan kredit dari perbankan dan menyerahkan salinan perjanjian pinjaman 
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kepada pemerintah sesuai Pasal 5.2 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas 
Depok – Antasari 
b. Kewajiban dalam masa konstruksi 
1. Menyediakan asuransi pada masa konstruksi sesuai dengan Pasal 12.1 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
2. Menyerahkan laporan selama masa konsesi sesuai Pasal 2.7.1 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
c. Kewajiban selama masa pengoperasian 
1. Mengijinkan serta memberikan data dan/atau keterangan lainnya guna 
pelaksanaan pengawasan selama masa konsesi sesuai Pasal 2.6.2 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
2. Menyerahkan jaminan pemeliharaan kepada pemerintah melalui BPJT sesuai 
Pasal 9.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
3. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keahlian dan 
ketrampilan dalam jumlah yang cukup untuk pengoperasian dan pemeliharaan 
sesuai dengan Pasal 10.3 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – 
Antasari 
4. Menyediakan asuransi masa pengoperasian sesuai dengan Pasal 12.2 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
5. Mengembalikan dan menyerahkan kembali kepemilikan dan pengelolaan jalan 
tol kepada BPJT setelah berakhirnya masa konsesi atau pengakhiran 
perjanjian oleh salah satu pihak sesuai ketentuan perjanjian sesuai dengan 
Pasal 19.2.a Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
b) Hak Dan Kewajiban Departemen Pekerjaan Umum 
Hak Departemen Pekerjaan Umum dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol Ruas Depok – Antasari adalah: 
1. Penetapan tarif tol yang dapat dilihat dalam Pasal 11 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol sesuai 
Pasal 2.6.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari 
Sedangkan kewajiban pemerintah dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 
Ruas Depok Antasari adalah pengadaan tanah yang dapat dilihat dalam Pasal 4 
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Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari tentang Pengadaan 
Tanah. 
Selanjutnya analisis akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian 
pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari dengan kasus posisi proyek jalan tol 
ruas Depok – Antasari sepanjang 21,5 km ternyata dihadapkan pada kenyataan 
stagnasi proyek selama lebih dari 5 tahun, akibat ketidakpastian biaya dan jadwal 
pengadaan tanah. Pengembangan jalan tol Depok-Antasari terkendala dengan 
pembengkakan biaya investasi. Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) mengeluarkan 
surat teguran cidera janji kepada perusahaan jalan tol Depok-Antasari. Investor itu 
diberikan waktu selama 90 hari untuk menyelesaikan masalahnya. surat cidera 
janji dilayangkan karena investor masih belum melakukan pembebasan lahan dan 
konstruksi. 
Selanjutnya analisis keabsahan perjanjian BOT pembangunan jalan tol 
Ruas Depok-Antasari antara pemerintah dan swasta berdasarkan syarat sah 
perjanjian. Dalam pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan 
yang bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu : 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
Kesepakatan disini adalah persetujuan kehendak dari para pihak yaitu 
antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Citra Waspphutowa untuk 
mengadakan perjanjian kerja sama pengusahaan jalan tol dengan sistem Build 
Operate and Transfer (BOT) untuk pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari. 
Di dalam kerja sama ini kesepakatan terjadi pada saat ditanda tanganinya surat 
perjanjian oleh para pihak. Setelah terjadi kesepakatan, ini berarti telah timbul hak 
dan kewajiban bagi kedua belah pihak dan kedua belah pihak harus menjalankan 
hak dan kewajiban berdasarkan asas itikad baik. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Kecakapan bertindak sebagai hal subjektif yang harus dipenuhi oleh kedua 
belah pihak untuk melakukan perjanjian yang sah. Dalam perjanjian kerja sama 
yang dilakukan oleh Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Pekerjaan Umum 
melalui Roestam Sjarief (Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum) dan 
pihak swasta PT. Citra Waspphutowa yang diwakili oleh Direktur Utamanya 
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Winten Peradika telah memenuhi ketentuan tersebut karena masing-masing pihak 
sudah cakap dalam melakukan perjanjian. 
3. Perikatan tersebut harus mengenai suatu hal tertentu. 
Hal tertentu yang dimaksud adalah bahwa obyek atau prestasi yang 
diperjanjikan harus jelas, dapat dihitung, dan dapat ditentukan jenisnya.
17
 Dalam 
perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Depok-Antasari tersebut telah disebutkan 
secara jelas mengenai obyek yang diperjanjikan, yaitu kegiatan pendanaan, 
perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan 
jalan tol ruas Depok-Antasari. 
4. Suatu sebab yang halal. 
Sebab (oorzaak atau causa) adalah isi dari perjanjian. Berarti isi dari 
perjanjian itu harus halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, norma 
kesusilaan atau ketertiban umum. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi 
kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan 
umum.
18
 Isi dari perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Depok-Antasari tersebut 
adalah untuk yaitu kegiatan pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan 
konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol ruas Depok-Antasari adalah 
halal, tidak bertentangan dengan Undang-undang, norma kesusilaan atau 
ketertiban umum. 
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian pengusahaan jalan tol 
Ruas Depok-Antasari telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 
1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat 
sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian pengusahaan jalan tol Ruas Depok-
Antasari menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak Departemen 
Pekerjaan Umum dan PT. Citra Waspphutowa. sesuai dengan ketentuan pasal 
1338 ayat (1) KUHPerdata yang menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
19
 
                                                          
17
 Sri Soesilowati, Hukum Perdata (Suatu Pengantar), cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 
2005), hal.143. 
18
 Hardijan Rusli, Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law, Cet. 2, (Jakarta: 
Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 99 
19
 Gunawan Widjaja, Op. cit, hlm. 300 
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Selanjutnya analisis pihak yang melakukan wanprestasi, Dalam pasal 13 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari diatur mengenai cidera 
janji Perusahaan Jalan Tol Cidera janji perusahaan jalan tol yang diatur di dalam 
pasal 13 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari 
mengkategorikan kedalam 3 bentuk cidera janji yaitu sebelum masa konstruksi, 
dalam masa konstruksi dan selama masa pengoperasian. Dikarenakan 
Pembangunan jalan tol Depok-Antasari tersebut terkendala dengan 
pembengkakan biaya investasi dan belum dapat dibangun, maka ketentuan cidera 
janji sebelum masa konstruksi dapat dibebankan kepada perusahaan jalan tol jika 
terbukti melanggar pasal 13.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-
Antasari mengenai cedera janji sebelum masa konstruksi. 
Sedangkan pihak pemerintah dianggap telah melakukan wanprestasi yang 
diatur dalam pasal 13 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari. 
Berdasarkan pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dalam penyediaan tanah 
yang diatur dalam pasal 4 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-
Antasari. Pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan konstruksi 
pengusahaan jalan tol dilaksanakan dan diselesaikan dalam jangka waktu tidak 
lebih dari 24 bulan sejak tanggal efektif.  Seluruh tanah yang telah dikuasai 
pemerintah tersebut akan diserahterimakan kepada perusahaan jalan tol dalam 
keadaan yang memungkinkan perusahaan jalan tol untuk memulai konstruksi. 
Kelalaian pemerintah dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban tersebut 
dapat dibebakan dengan ketentuan dalam pasal 14.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol Ruas Depok-Antasari. 
Adapun pihak yang melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan 
pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari antara Depatemen Pekerjaan Umum 
dengan PT. Citra Waspphutowa adalah pihak pemerintah yaitu Departemen 
Pekerjaan Umum, yaitu lambatnya proses pembebasan tanah untuk pembangunan 
jalan tol. 
Selanjutnya analisis bentuk wanprestasi dalam Perjanjian pembangunan 
Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, Tindakan wanprestasi membawa konsekuesi 
terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang 
melakukan wanprestasi untuk menuntut ganti rugi. Sehingga oleh hukum 
13 
 
diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 




a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 
Dalam perjanjian pembangunan jalan tol ruas Depok-Antasati antara 
Pemerintah dengan PT. Citra Waspphutowa telah diketahui, bahwa pihak 
pemerintah, yaitu Departemen Pekerjaan Umum telah melakukan wanprestasi, 
yaitu dengan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana 
dijanjikan, dengan adanya keterlambatan pembebasan tanah untuk pembangunan 
tol Depok-Antasari yang baru mulai 2011 padahal sudah dijadwalkan sejak 2006, 
menyebabkan lonjakan nilai investasi hingga dua kali lipat, yaitu sebesar Rp 
4,767 triliun dari sebelumnya Rp 2,515 triliun karena harga tanah di jalan tol 
sepanjang 12 kilometer ini naik tajam. Beban yang menjadi tanggung jawab PT. 
Citra Waspphutowa ini untuk membayar biaya pengadaan tanah sesuai dengan 
pasal 4.2 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari mengenai 
prakiraan biaya pendaftaran tanah dan alokasi pembiayaan. Maka pihak 
pemerintah mendapatkan sanksi pemberian kompensasi dan/atau penyesuaian tarif 
tol awal atas kerugian akibat membengkaknya biaya operasional sebelum proyek 
terbangun kepada perusahaan jalan tol sesuai dengan pasal 4.5.7 Perjanjian 
Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari. 
Selanjutnya analisis akibat hukum terjadinya wanprestasi, Hukuman atau 




1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat 
dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata); 
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian (Pasal 1267 
KUH Perdata); 
                                                          
20
 R. Subekti, Op. Cit, hal. 43 
21
 Subekti. R, Op.Cit, Halaman 45. 
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3. Peralihan resiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH 
Perdata); 
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan Hakim. (Pasal 
181 ayat (1) HIR) 
Berlandaskan pada keempat hukuman tersebut, pihak yang merasa 
dirugikan dalam hal ini adalah Perusahaan Jalan Tol dapat memilih salah satu 
tuntutan hukuman disertai dengan bukti yang kuat dengan dasar wanprestasi yang 
dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum sebagai pihak pemerintah. 
Namun demikian pemerintah tidak dapat dinyatakan cidera janji atau 
bertanggung jawab pada perusahaan jalan tol dengan ketentuan bahwa 
perpanjangan Masa Konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal untuk perusahaan 
jalan tol tidak akan disetujui, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
a. Keterlambatan oleh pemerintah tidak menyebabkan keterlambatan 
penyelesaian konstruksi sebagaimana ditentukan oleh BPJT; atau 
b. Sekurang-kurangnya 50% luas tanah yang harus diadakan oleh pemerintah 
untuk bagian jalan tol tersebut telah tersedia untuk perusahaan jalan tol dan 
telah diserahkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya jangka 
waktu 24 bulan. 
c. Disebabkan oleh keadaan kahar. 
d. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh perusahaan jalan tol. 
Pemutusan Perjanjian BOT pembangunan jalan tol oleh salah satu pihak 
merupakan akibat tidak terlaksananya suatu prestasi. Perjanjian BOT 
pembangunan jalan tol dapat diputuskan oleh pihak pemerintah maupun oleh 
pihak perusahaan jalan tol. Jika dalam Perjanjian BOT pembangunan jalan tol 
pihak pemerintah yang memutuskan kontrak, maka seringkali yang menjadi dasar 
hukum untuk dapat memutuskan kotrak tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Apabila pihak perusahaan jalan tol tidak bertindak sesuai dengan ketentuan 
ketentuan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol atau mengundurkan diri 
setelah menandatangani perjanjian, atau pihak perusahaan jalan tol dalam 
waktu yang telah ditetapkan tidak memulai pelaksanaan pekerjaan, maka 
pemerintah dapat menentukan waktu yang wajar dalam mana pihak 
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perusahaan jalan tol masih diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban-
kewajiban. 
b. Apabila sebelum masa konstruksi pihak perusahaan jalan tol tidak menaati 
peringatan oleh pemerintah, yaitu pemberian perintah kepada perusahaan 
jalan tol untuk memperbaiki cidera janji tersebut dalam waktu 90 hari setelah 
tanggal pemberitahuan dimaksud, maka dengan sendirinya perusahaan jalan 
tol dianggap dalam keadaan lalai, dan pihak pemerintah berhak memutuskan 
kontrak secara sepihak untuk mengambil alih serta meneruskan pekerjaan 
konstruksi dan menunjuk pihak lain untuk meneruskan pekerjaan konstruksi 
serta mencairkan jaminan pekasanaan. 
c. Apabila dalam masa konstruksi pihak perusahaan jalan tol menghentikan atau 
meninggalkan keseluruhan atau bagian pekerjaan konstruksi atau gagal untuk 
memulai atau menyelesaikan bagian pekerjaan konstuksi sesuai jadwal serta 
gagal melaksanakan  pekerjaan konstruksi sesuai dengan rencana teknik 
akhir, maka dengan sendirinya perusahaan jalan tol dianggap dalam keadaan 
lalai, dan pihak pemerintah berhak memutuskan kontrak secara sepihak untuk 
mengambil alih serta meneruskan pekerjaan konstruksi dan menunjuk pihak 
lain untuk meneruskan pekerjaan konstruksi serta mencairkan jaminan 
pekasanaan. 
d. Apabila dalam masa pengoperasian pihak perusahaan jalan tol gagal 
melaksanakan konstruksi, pemeliharaan, atau pengoperasian suatu seksi dan 
jalan tol, maka dengan sendirinya perusahaan jalan tol dianggap dalam 
keadaan lalai, dan pihak pemerintah berhak memutuskan kontrak secara 
sepihak dan menghentikan pengoperasian dan pemeliharaan semua seksi yang 
telah beroperasi untuk mengambil alih serta meneruskan pengoperasian jalan 
tol dan menunjuk pihak lain untuk meneruskan pengoperasian jalan tol. 
Sedangkan dalam hal cidera janji dilakukan oleh pemerintah dikarenakan 
keterlambatan pelaksanan pembebasan tanah yang dalam Perjanjian BOT 
pembangunan jalan tol pihak perusahaan jalan tol yang memutuskan kontrak, 




a. Apabila pihak pemerintah lalai melaksanakan dan memenuhi kewajibannya 
tersebut mengakibatkan dampak yang merugikan atas hak dan kewenangan 
perusahaan jalan tol dalam pengusahaan jalan tol secara nyata dan tidak 
terpenuhinya perbaikan atas surat cidera janji oleh perusahaan jalan tol dalam 
waktu 6 bulan beserta perpanjagan waktunya, maka dengan sendirinya 
pemerintah dianggap dalam keadaan lalai, dan pihak swasta berhak 
mengakhiri perjanjian. 
b. Apabila pihak pemerintah tidak memenuhi suatu kewajibannya berdasarkan 
perjanjian khususnya dalam penyediaan tanah dalam bentuk keterlambatan 
pengadaan tanah tersebut mengakibatkan dampak yang merugikan atas hak 
dan kewenangan perusahaan jalan tol dalam pengusahaan jalan tol secara 
nyata dan tidak terpenuhinya perbaikan atas surat cidera janji oleh perusahaan 
jalan tol dalam waktu 6 bulan beserta perpanjagan waktunya, maka dengan 
sendirinya pemerintah dianggap dalam keadaan lalai, dan pihak swasta berhak 
mengakhiri perjanjian. 
Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan penghentian atau 
pemutusan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah atau 
perusahaan jalan tol. Pemutusan ini terjadi karena denda keterlambatan dalam 
pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan pemerintah yang sudah melampaui batas 
waktu kewajaran. Cidera janji oleh pemerintah akibat terjadi keterlambatan 
pelaksanan pembebasan tanah sebelum konstruksi, maka perusahaan jalan tol 
akan tetap dapat melanjutkan pengusahaan jalan tol sesuai dengan perjanjian 
pengusahaan jalan tol tersebut maka berdasarkan Pasal 4.4.1 dan pasal 14.4 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok – Antasari, PT. Citra 
Waspphutowa berhak untuk menuntut kompensasi berupa perpanjangan Masa 
Konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal sesuai tingkat inflasi. 
Selanjutnya analisis tanggung jawab wanprestasi dan jaminan resiko oleh 
Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pekerjaan Umum selaku pemerintah 
bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengadaan tanah pada tanggal yang 
ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan jalan tol ruas Depok-Antasari dan wajib 
menserahterimakan tanah tersebut pada tanggal yang dicantumkan dalam 
perjanjian. Apabila mengalami keterlambatan dalam pengadaan tanah maka 
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pemerintah akan dikenakan sanksi tuntutan kompensasi berupa perpanjangan 
Masa Konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal sesuai tingkat inflasi oleh 
perusahaan jalan tol. 
Seharusnya Pemerintah juga mempunyai peran dalam memberikan 
jaminan terhadap risiko yang tidak dapat ditanggung sendiri oleh pihak swasta. 
Tetapi proyek jalan tol Ruas Depok – Antasari ini tidak mendapatkan jaminan dari 
pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2.8 Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol Ruas Depok – Antasari dan Pasal 20.1 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas 
Depok – Antasari tentang Pernyataan dan Jaminan. Artinya bahwa Pemerintah 
hanya menyatakan bahwa Perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan mengenai Jalan Tol dan tidak memberikan jaminan apapun 
terhadap investasi jalan tol tersebut, semua adalah merupakan tanggung jawab dan 
risiko investor. 
Beberapa Peraturan Pemerintah telah diterbitkan dalam rangka 
pembebasan tanah untuk jalan tol yaitu peraturan mengenai Dana Bergulir Badan 
Layanan Umum (BLU). Dana bergulir (revolving fund) tersebut merupakan dana 
talangan yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk dukungan 
terhadap proyek-proyek infrastruktur, termasuk jalan tol. Selain dana BLU 
tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan yang memberi batasan 
biaya pengadaan tanah yang harus ditanggung oleh investor atau yang disebut 
Land Capping apabila biaya pembebasan tanah melebihi dari biaya yang telah 
direncanakan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol. Peraturan-peraturan 
tersebut dapat mengurangi risiko investor dan mendukung upaya percepatan 
terhadap resiko jadwal penyelesaian pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan 
waktu yang telah direncanakan. 
Selanjutnya analisis upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam 
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari, Sengketa konstruksi 
adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa 
konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak kontrak 
konstruksi.  Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1999 tentang Jasa Konstruksi, penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat 
ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan, atau melalui luar pengadilan. 
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Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan terbagi atas Mediasi; Konsiliasi; 
dan Arbitrase. 
Upaya Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol 
Ruas Depok Antasari diatur di dalam pasal 22 tentang Penyelesaian Perselisihan 
dan dalam pasal 22.2 Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari 
diatur mengenai upaya penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Dalam hal 
kasus dalam perjanjian BOT pembangunan jalan tol Ruas Depok-Antasari, para 
pihak yang bersengketa menyelesaikan dengan jalan bermusyawarah. Para pihak 
berusaha agar keputusan yang dicapai dapat menguntungkan kedua belah pihak. 
Perusahaan jalan tol yang menghendaki untuk tetap berkomitmen untuk 
melanjutkan proyek jalan tol ruas Depok-Antasari sehingga pemerintah 
mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa perpanjangan Masa 
Konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal sesuai tingkat inflasi. 
Bentuk kompensasi akan ditetapkan berdasarkan hasil negoisasi antara 
Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Citra Waspphutowa. Hasil negosiasi 
tersebut dicatatkan pada berita acara hasil perubahan PPJT jalan tol Depok-
Antasari untuk kemudian dibuat draft amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan 
Tol Ruas Depok-Antasari yang didalamnya telah memuat hasil kesepakatan 






1. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian BOT 
pengusahaan jalan tol Ruas Depok- antara Departemen Pekerjaan Umum 
dan PT. Citra Waspphutowa terbagi atas dua yakni, akibat hukum yang 
timbul karena wanprestasi dari pemerintah serta akibat hukum yang 
timbul karena wanprestasi dari pihak perusahaan jalan tol yang dibagi 
menjadi tiga kategori yaitu sebelum masa konstruksi, dalam masa 
konstruksi dan dalam masa pengoperasioan. Akibat hukum yang timbul 
karena wanprestasi dari pihak perusahaan jalan tol sebelum masa 
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konstruksi adalah berupa dicairkannya uang jaminan pelaksanaan dan 
pihak pemerintah berhak memutuskan kontrak secara sepihak untuk 
mengambil alih serta meneruskan pekerjaan konstruksi dan menunjuk 
pihak lain untuk meneruskan pekerjaan konstruks. Sedangkan akibat 
hukum yang timbul karena wanprestasi dari pemerintah adalah kewajiban 
memberikan perpanjangan masa konsensi dan/atau penyesuaian tarif tol 
sebagai kompensasi kepada perusahaan jalan tol atas segala kerugian. 
2. Penyelesaian perselisihan wanprestasi atau sengketa dalam suatu 
perjanjian BOT pembangunan jalan tol dapat dilakukan dengan dengan 
penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa 
melalui luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berarti 
para pihak dalam suatu kontrak konstruksi memilih menyelesaikan 
sengketa melalui pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui 
luar pengadilan, terbagi menjadi 3 (tiga) cara, yaitu mediasi, konsiliasi 
dan arbitrase. Dalam prakteknya, pihak Departemen Pekerjaan Umum dan 
PT. Citra Waspphutowa dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan 
musyawarah dalam bentuk negosiasi untuk mencapai kesepakatan 
kompensasi bagi perusahaan jalan tol melalui kesepakatan dalam draft 
amandemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Depok-Antasari. 
Apabila dengan musyawarah tidak tercapai penyelesaian, maka para pihak 
dapat menyelesaikan melalui arbitrase 
B. Saran 
1. Bagi pemerintah, perlu adanya evaluasi oleh Departemen Pekerjaan 
Umum terhadap Keterlambatan pembebasan tanah diperkirakan 
menyebabkan kerugian bagi pengusaha jalan tol dengan memberikan 
kompensasai berupa penambahan masa konsesi dan penyesuaian tarif 
awal sesuai dengan aturan yang tertuang dalam perjanjian pengusahaan 
jalan tol (PPJT) melalui amandemen PPJT sehingga diharapkan 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan tol Ruas Depok-
Antasari dapat dimulai kembali. 
2. Bagi pemerintah, Pelaksanaan perjanjian BOT pengusahaan jalan tol Ruas 
Depok-Antasari antara Departemen Pekerjaan Umum dan PT. Citra 
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Waspphutowa, memerlukan jaminan dari pemerintah. Setiap proyek 
Kerjasama Pemerintah Swasta, pihak perusahaan jalan tol akan 
menanggung risiko-risiko dalam pembangunan infrastruktur, tetapi tidak 
seluruhnya risiko dapat ditanggung sendiri oleh perusahaan jalan tol, 
untuk itu diperlukan jaminan berupa Dana bergulir dan Land Capping 
dari pihak yang dapat menanggung risiko tersebut, yakni Pemerintah. Hal 
ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan apabila salah satu 
pihak tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi). 
3. Bagi pemerintah, Perjanjian BOT dalam pengusahaan jalan tol 
memberikan banyak keuntungan. Maka untuk itu perlu dibuatkan 
pengaturan khusus berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah 
dalam mengatur perjanjian BOT atau perjanjian lain yang tidak diatur 
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